WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

PENGURANGAN PENGGUNAAN PRODUK PLASTIK SEKALI PAKAI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

. bahwa dalam rangka memberikan kesadaran masyarakat

untuk mewyujudkan lingkungan hidup yang bersih,
nyaman dan sehat, diperlukan partisipasi berbagai pihak
untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan
hidup di Kota Bontang;

. bahwa penggunaan produk plastik telah menjadi

permasalahan terhadap lingkungan hidup, sehingga perlu
dilakukan upaya pencegahan terhadap dampak negatif
dari produk plastik secara komprehensif dan terpadu dari
hulu hingga hilir agar memberikan rasa aman, bersih dan

sehat bagi lingkungan hidup;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Pengurangan Penggunaan Produk
Plastik Sekali Pakai;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;



Menetapkan

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 3839} sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 74; Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGURANGAN
PENGGUNAAN PRODUK PLASTIK SEKALI PAKAI

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.



. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur

penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom Kota Bontang.

. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.

. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

. Produk Plastik Sekali Pakai yang selanjutnya disebut Produk

Plastik adalah benda yang mengandung bahan dasar plastik,
lateks atau polyethylene, thermoplastic synthetik polimeric,
atau bahan-bahan sejenis lainnya yang hanya digunakan
untuk satu kali pemakaian.

. Pengurangan Pehggunaan Produk Plastik adalah cara untuk

meminimalisasi volume Produk Plastik dengan cara
pemanfaatan produk yang berwawasan lingkungan dan/atau

dapat diguna ulang.

. Penyedia Produk Plastik yang selanjutnya disebut Penyedia

adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk
badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan di bidang ekonomi
dan/atau perdagangan yang menyediakan Produk Plastik.

. Pelaku Usaha Produk Plastik yang selanjutnya disebut Pelaku

Usaha adalah setiap orang atau badan hukum yang
melakukan usaha di bidang penjualan Produk Plastik mulai

dari distributor, sub distributor, sampai grosir.

. Pengguna Produk Plastik yang selanjutnya disebut Pengguna

adalah setiap orang yang menggunakan Produk Plastik.

Pasal 2

(1) Pengurangan Penggunaan Produk Plastik dimaksudkan untuk

mengurangi timmbulan sampah plastik di sumber penghasil
sampah.



(2) Pengurangan Penggunaan Produk Plastik bertujuan untuk:

a. mencegah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh
penggunaan Produk Plastik karena sifat bahannya yang

tidak mudah terurai oleh alam dan dapat meracuni tanah;

b. menjamin keberlangsungan dan kelestarian ekosistem,;

dan

c. membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta

dalam perlindungan lingkungan hidup.

BABII
JENIS PRODUK PLASTIK

Pasal 3
(1) Jenis Produk Plastik yang diatur dalam Peraturan Wali Kota
ini terdiri atas:
at kantong plastik;
b. pipet/sedotan plastik; dan
c. kemasan pangan styrofoam.

(2) Kantong plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan kantong yang terbuat dari atau mengandung
bahan dasar plastik, lateks atau polyethylene, thermoplastic
synthetik polimeric, atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan
atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media

untuk mengangkat atau mengangkut barang.

(3) Pipet/sedotan plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan alat untuk mengisap minuman dari
botol/gelas yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar
plastik, lateks atau polyethylene, thermoplastic synthetik

polimeric, atau bahan-bahan sejenis lainnya,



(4) Kemasan pangan styrofoam sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} huruf c¢ merupakan wadah untuk menaruh atau
menyimpan makanan yang berbahan dasar polystyrene

foam/ styrofoam.

BAB III
TAHAPAN PENGURANGAN PENGGUNAAN PRODUK PLASTIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4
Pengurangan Penggunaan Produk Plastik dilaksanakan melalui
tahapan:

a. inventarisasi penggunaan Produk Plastik;

b. penyusunan rencana aksi Daerah tentang Pengurangan

Penggunaan Produk Plastik; dan

c. penetapan kawasan Pengurangan Penggunaan Produk
Plastik.

Bagian Kedua
Inventarisasi Penggunaan Produk Plastik

Pasal 5
Inventarisasi penggunaan Produk Plastik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang
membidangi urusan lingkungan hidup berkoordinasi dengan

Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan.

Pasal 6
(1)} Inventarisasi penggunaan Produk Plastik dilaksanakan untuk

memperoleh data dan informasi mengenai penggunaan
Produk Plastik meliputi:

a. potensi dan ketersediaan Produk Plastik;



b. jenis Produk Plastik yang dimanfaatkan;
¢c. bentuk penggunaan Produk Plastik; dan
d. bentuk kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.

(2) Data dan informasi mengenai penggunaan Produk Plastik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai

bahan perumusan rencana aksi Daerah.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rencana Aksi Daerah

Pasal 7
(1) Wali Kota menyusun rencana aksi Daerah tentang
Pengurangan Penggunaan Produk Plastik.

2) Dalam penyusunan rencana aksi Daerah sebagaimana
( p
dimaksud pada ayat (1) Wali Kota dapat membentuk tim yang

terdiri dari unsur:

a. Pemerintah Daerah;
b. akademisi;

c. Penyedis;

d. Pelaku Usaha; dan
e. Pengguna.

(3) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun pada setiap
tahun.

{4) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 8
Pelaksanaan rencana aksi Daerah disesuaikan dengan alokasi

anggaran tahun berjalan.



Pasal 9

Bentuk kegiatan rencana aksi Daerah terdiri atas:
a. kampanye;

b. talk show;

c. kegiatan ilmiah; dan

d. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Pengurangan
Penggunaan Kantong Produk Plastik.

Pasal 10
Pembiayaan pelaksanaan rencana aksi Daerah dibebankan
kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau
sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan,

Bagian Keempat
Penetapan Kawasan Pengurangan Penggunaan Produk Plastik

Pasal 11
(1) Kawasan Pengurangan Penggunaan Produk Plastik ditetapkan
berdasarkan pada lokasi intensitas tinggi penggunaan Produk

Plastik dan lokasi potensi pencemaran lingkungan.

(2) Lokasi intensitas tinggi penggunaan Produk Plastik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pusat perbelanjaan,;

b. toko swalayan;

c. sekolah;

d. pertokoan;

e. pasar rakyat;

f. kawasan wisata;

g. kantor pemerintahan; dan

h. perusahaan.



(3) Lokasi potensi pencemaran lingkungan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. daerah aliran sungai;

b. daerah resapan air;

c. kawasan wisata;

d. sarana dan prasarana publik; dan
e. kawasan industri.

(4) Kawasan  Pengurangan Penggunaan Produk Plastik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Wali Kota.

BAB IV

PELAKSANA PENGURANGAN PENGGUNAAN PRODUK PLASTIK

Bagian Kesatu
Penyedia dan Pelaku Usaha

Pasal 12
(1) Setiap Penyedia dan Pelaku Usaha pada kawasan
Pengurangan Penggunaan Produk Plastik wajib melaksanakan
Pengurangan Penggunaan Produk Plastik.

(2) Dalam melaksanakan Pengurangan Penggunaan Produk
Plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia dan
Pelaku Usaha wajib menyampaikan surat pernyataan
kesanggupan Pengurangan Penggunaan Produk Plastik.

(3) Format surat pernyataan kesanggupan Pengurangan
Penggunaan Produk Plastik sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(4) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditujukan kepada kepala Perangkat Daerah yang
membidangi urusan lingkungan hidup paling lambat 1 {satu)

bulan setelah penetapan kawasan Pengurangan Penggunaan



Produk Plastik.
(5) Penyedia dan Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan

sanksi administratif berupa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

C. peﬁghentian sementara kegiatan; dan/atau
d. pencabutan tetap izin.

(6) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) huruf ¢, diberikan apabila telah dilakukan teguran
tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang
waktu 7 (tujuh) hari kerja.

(7} Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf
d, diberikan apabila Penyedia dan Pelaku Usaha tidak
melakukan perbaikan selama penghentian sementara
kegiatan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian Kedua
Pengguna

Pasal 13
Pengguna berhak untuk:

a. memperoleh informasi dan pembinaan untuk melaksanakan

Pengurangan Penggunaan Produk Plasik; dan

b. menolak pemberian Produk Plastik dari Penyedia dengan
menerima produk sejenis yang ramah lingkungan.

Pasal 14
Pengguna wajib melaksanakan Pengurangan Penggunaan Produk
Plastik.



BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15
(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pengurangan
Penggunaan Produk Plastik.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui:

a. program kemitraan;
b. program adiwayata;
c. program green city; dan

d. program Jumat bersih.

BAB VI
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 16
(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan
daerah lain dan/atau pihak ketiga dalam pelaksanaan
Pengurangan Penggunaan Produk Plastik.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 17
(1} Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan pelaku usaha kecil
dan/atau pelaku usaha mikro untuk penyediaan produk
alternatif yang berwawasan lingkungan dan/atau dapat

diguna ulang.

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
penguatan modal bagi pelaku usaha kecil dan/atau pelaku
usaha mikro yang bergerak di bidang daur ulang.
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(3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
INSENTIF

Pasal 18
(1) Wali Kota memberikan insentif kepada Penyedia dan Pelaku
Usaha atas kepatuhan terhadap ketentuan dalam Peraturan
Wali Kota ini.
(2) Bentuk pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat berupa:
a. pengurangan dan keringanan retribusi daerah; dan/atau;
b. pemberian penghargaan.

(3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19
(1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan
pelaksanaan Pengurangan Penggunaan Produk Plastik.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang
membidangi urusan lingkungan hidup berkoordinasi dengan

Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan.

Pasal 20
Berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan pelaksanaan
Pengurangan Penggunaan Produk Plastik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Perangkat Daerah yang
membidangi urusan lingkungan hidup dapat mengusulkan

rekomendasi kepada Wali Kota untuk pemberian insentif kepada
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Penyedia dan/atau Pelaku Usaha yang telah melaksanakan
Pengurangan Penggunaan Produk Plastik.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21
Setiap Penyedia yang memiliki persediaan Produk Plastik masih
dapat menggunakannya untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Wali

Kota ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 23 Oktober 2018
WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 23 Oktober 2018
Pj. SEKRETARI RAH KOTA BONTANG,

BERITA DAERAH KOTAJBONTANG TAHUN 2018 NOMOR 30
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LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

PENGURANGAN PENGGUNAAN PRODUK
PLASTIK SEKALI PAKAI

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGURANGAN PENGGUNAAN PRODUK PLASTIK SEKALI PAKAI

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

Tempat/Tgl, Lahir
Alamat Tempat Tinggal
Nama Perusahaan/Toko
Jabatan

Alamat Perusahaan/Toko

Dengan ini menyatakan sanggup untuk melaksanakan Pengurangan
Penggunaan Produk Plastik Sekali Pakai di perusahan/toko yang kami kelola,
yaitu dengan tidak menyediakan jenis produk plastik sekali pakai pada
Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2018 untuk pembeli dan bersedia
memasang Standing Banner sebagai sarana informasi sebanyak ... buah

(minimal 2 buah) di lingkup perusahaan/toko kami.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Bontang, .....c............
Pembuat Pernyataan,

Materai

WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI



